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ABSTRAK 

 

Indonesia adalah negara agraris yang memiliki peran penting dalam pengelolaan 

agraria. Pada masa kolonial, hukum pertanahan bersifat dualistik dan kurang 

memberikan kepastian hukum, sehingga diterbitkan Undang-Undang Pokok 

Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) sebagai dasar hukum agraria nasional. Pasal 

1 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan 

tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang Bersatu sebagai bangsa Indonesia” dan 

Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk 

kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia 

sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa 

Indonesia yang merupakan kekayaan nasional”. Daerah tertentu seperti Yogyakarta 

memiliki status khusus dalam pengelolaan tanah. Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 

2012 tentang Keistimewaan DIY, Kasultanan dan Kadipaten diakui sebagai badan 

hukum yang memegang hak milik atas tanah mereka, yang digunakan untuk 

kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengakuan 

ini kontroversial karena dalam PP Nomor 38 Tahun 1963, badan hukum yang diakui 

sebagai pemegang hak milik atas tanah tidak mencakup kesultanan dan kerajaan. 

Penelitian ini berfokus pada hubungan antara tanah kesultanan, tanah ulayat, dan 

hak atas tanah dalam konteks tersebut, tujuannya untuk mengetahui Hak atas tanah 

dalam tanah kesultanan. Dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan 

pendekatan statue approach dan conseptual approach. Tanah Kasultanan dan 

Kadipaten dianggap sebagai masyarakat hukum adat yang memiliki hak ulayat. Hal 

ini sesuai dengan Pasal 18 UUD 1945 yang mengakui hak-hak asal-usul daerah 

istimewa dan pemerintahan tradisional. Namun, konflik persepsi dan pengaturan 

hukum terkait status tanah kesultanan dengan tanah ulayat masih menjadi diskursus 

dalam sistem hukum agraria Indonesia.  

 

Kata kunci: DIY, Tanah Kesultanan, Hak Atas Tanah   
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ABSTRACK 

Indonesia is an agrarian country that has an important role in agrarian 

management. During the colonial period, land law was dualistic and lacked legal 

certainty, so the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960 (UUPA) was issued as the 

basis for national agrarian law. Article 1 paragraph 1 which states that "The entire 

territory of Indonesia is the unity of the land of all Indonesian people who are united 

as the Indonesian nation" and Article 1 paragraph 2 which reads "The entire earth, 

water, and space, including the natural wealth contained in it in the territory of the 

Republic of Indonesia as a gift of God Almighty, are the earth, water, and space of 

the Indonesian nation which is a national wealth". Certain areas such as 

Yogyakarta have a special status in land management. Based on Law Number 13 of 

2012 concerning the Privileges of Yogyakarta, the Sultanate and Duchy are 

recognized as legal entities that hold ownership rights to their land, which is used 

for culture, social interests, and community welfare. However, this recognition is 

controversial because in Government Regulation Number 38 of 1963, legal entities 

that are recognized as holders of land ownership rights do not include sultanates 

and kingdoms. This research focuses on the relationship between sultanate land, 

customary land, and land rights in this context, the purpose of which is to find out 

the land rights in sultanate land. By using normative legal research types and statue 

approach dan conceptual approach. The land of the Sultanate and Duchy is 

considered as a customary law community that has customary rights. This is in 

accordance with Article 18 of the 1945 Constitution which recognizes the rights of 

the origin of special regions and traditional governments. However, the conflict of 

perception and legal regulation related to the status of sultanate land with 

customary land is still a discourse in the Indonesian agrarian law system.  

Keywords: DIY, Sultanate Land, Land Rights 
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